R
BAWASLU A

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

Jin. Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok Lo

Email:

bawaslubukittinggi@gmail.com

Telp. (0752) 6481808 Kode Pos: 26181

Nomor : 110/PM.00.02 “ K.SB-13/02/2024 Bukittinggi, 09 Februari 2024
Lampiran

Perihal : Imbauan

Kepada Yth .

Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Tingkat
Kota Bukittinggi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

di

Bukittinggi
Dengan Hormat,

u A. Dasar Hukum:

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemillhan Umum Menjadi Undang
Undang;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022

tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Kampanye Pemilihan Umum.

Surat Dinas Bawaslu RI Nomor 350/PM.00/K1/2023 Tanggal 31 Juli
2023 Perihal Imbauan

. Surat Keputusan Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan

Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan
Pelanggaran dan | Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota.

Berdasarkan Nomor: STTP/ 1347 /YAN.2.2/11/2024/DIT IK Pada tanggal 8
Februari 2024 Perihal Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP) dan

dengan

Peraturan Perundang-undangan di atas, kami informasikan beberapa

ketentuan mengenai aturan Kampanye dalam Pemilu Tahun 2024 dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut;

Le

Pasal 280 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017,
1) Pelaksanaan, Peserta, dan Tim Kampanye Pemilu dilarang



2.

Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan' Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan

bentuk Neg
Melakukan
Kesatuan R
Menghina s

Peserta Pemilu yang lain;

ara Kesatuan Republik Indonesia;

kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara
epublik Indonesia :
seseorang, agana, sulnl, ras, golongan, calon dan/atau

d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun
masyarakat;

e. Menggan ketertiban umum,;

f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan

penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota

masyarakal
Merusak

t, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye

Peserta Pemilu;

h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat
pendidikan;

i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut
selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang
bersangkutan dan

j. Menjaniikan atau memberikan uang atau materi lainnya Kepada
peserta Kampanye pemilu;

Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, “Setiap Pelaksana,
Peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar
larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f,
huruf g, huruf h, huruf I atau huruf j dipidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 ( Dua Puluh
Empat Juta Rupiah)”.
Pasal 522 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, “Setiap Ketua/Wakil
Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua
badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan
Pemeriksa Keuangan, Gubemur, Deputi Gubernur Senior, dan/atau
deputi Gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan
pengawas, dan/ atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha
milik daerah yang melanggar sebogaimana dimaksud dalam Pasal 280
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara pding lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”
Pasal 523 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017,
1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang
dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi
lainnya sebaga i imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara

langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) Tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua
puluh empat juta rupiah).

2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang
dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan
imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung
ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278



ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan
juta rupiah).

3) Setiap orang yang dengan sensaja pada hari pemungutan suara
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada
Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta
Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam
juta rupiah).

5. Pasal 525 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017,

1) Setiap orang, kelompok, perusahan, dan/atau badan usaha non
pemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas
yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) dan
Pasal 331 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).

2) Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan,
tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak
menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat
14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

6. Pasal 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, “Setiap pejabat
negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan
tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta
Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga
puluh enam juta rupiah”

7. Pasal 548 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, “Setiap orang yang
menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau
sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbanglan atau
diberikan kepada| pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 339 ayat (4], dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah”

Oleh karena itu kan

1i Imbau kepada semua pihak untuk memperhatikan
dan mempedomani keter

1tuan peraturan perundang-undangan di atas demi
mencegahnya terjadinya pelanggaran yang tidak diinginkan.

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan, atag
kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. i

perhatian dan

A 4 i .' e L] MaA
Tembusan;

1. EKetua Bawaslu Provinsi Suinaters Barat




